Menimbang

SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR |5 TAHUN 202%

TENTANG

PERGESERAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian
Rincian Alok@%j Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka
Efis;ensi Belaja Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menter; Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan
Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupa; Landak Nomeor 900.1/240/11-BPKAD Tahun 2025 tentang
Penghematan Anggaran Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Landak Nomor 900.1/282/II-BPKAD Tahun 2025 tentang Pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025;




Mengingat

bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tentang Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;

bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan
Nomor Induk ASN kebutuhan Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 900.1/7/BKAD-B tentang Penyesuaian Pendapatan
Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf
f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 183: Ta b pan Lembaran Negara Republik Indones;; Nomor 3904)
sebagaimana  telah diubah dengan Un aaé-Undan& Nomor 15 Tahun 2000 tentang PerUl pan Atas Undang-
Undang No or 55 Tahun 1999 tentan® Pembentukan KabuPaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasjonal (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomeor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2 -4, Tambah LeBnbaran Negara Republil%Indonesia Noéhor 5587), sePa8aimana telah diubah
beperapa ka]l, terakhit dengan bkmda g- Undang ygmor 6 Ta un 2023 ten gng PenetgPal P‘praturan Pemerintah
Peng®nti Upqang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang C,pt? Kerja ménja  Und@ng-Unggng (Lémbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856,

Undang-Undang Republik Indones;a Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6896),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepa_t_la
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara ﬁepublik Indonesia Ta, un I%()05 Nomor 48, Tambahan L€Mbard y¢gara Repyplik Indofesia Nomor 4502)
sebagai :ana telgh diubah denga peraturan Peme€rintah Republik Indgpesia No ¢ 74 Tahun Qolgnten_tang
Perubahan Peratyran PemMerin‘gh, Nomor 23 Tahun 2005 tental8 Peng€lglaan Keuamgan Badan Layan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia +ahun 2005 Nomor 138 Tamyahan Lembaran Negara Republik Indonesi@ Nomor 4576)
sebagaimana telah d uba, dengan Peraturan P’emeri tah NomOr 65 Tahun 201" Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang E;isté}n Informasi Keuangan DatPah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155},
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans; Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia
Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Nega,., Republik Indonesia Nomor 4972), sebaf2imana
telah diyRah beberapa kali, terakhir deN8an Peraturan Pemer tah Nomor 1 Ta 1in 2018 tentang Perubahan
edia s Peraturan PeMerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentaig Bantuan Kd&llangan Kepada Partai Politik
emba’®" Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Nef2ra Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminjstratif Pimpinan dan Anggota
Dewan F rwakilyn, Raky t Daerah (Lembaran Negara Republi I . nesia Tahyn 2017 Nomor 106. Tambahan
Lempara® Negar Re, Spwaik Indongsia Nomor 6057), sebagairdan™ Pelah diub_, deng n Feratury, pemerintah
Nomor 1 2hun %0[%3 téhtang (Fe 1bahan atas Perdturan Pemerlgt h Nomor Tahun _2017 tentang  Hak
Keuangan dan Adm istratif Pi pitan dan Angg0ty DeWan Perwakilan Rakyat Dherah (Le"'baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebaga; Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224};

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6279);
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Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322j;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6884),

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jam;nan Kesehatan Nasi nal P da Fasilijas Kesehatan ngkat Pertama M111k Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Repubhk In ,on sia Tap’n 2614 Nom,n 81) sebaga mana f»lah dinb®h dengan Pe jturan Presiden Repu
IndonesigaNomdt 46 Tahpn 2021 tent g Perub han} Atas Reraprapn Pregiden Nomor 32 Tahun 2014 ’I‘entEl'1
Pengtlol; n Dan Pemanfaatan Dana “apitasi Janunan Kes hatan . asional Pada F3Silitas Kesehatan Tlngkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana tel h diubah dengan Peraturan Presiden Republik
"donesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang ° erubahan Atas Perafuran Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Pregden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan {Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2018mNomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pl'es den RE€Publik Indonesia No  or 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik
Indchesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 130);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regienal (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak
Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1348);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 976);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan
Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian -
Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Instanst Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 756); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah
dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan
Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 69);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana
Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga
Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan
Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian
Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional
Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ladak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran daerah Kabupaten
Landak Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2
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Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 86};

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728};

Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 734);

Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41};

Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 12};

Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 18, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati




Landak Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar
Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 20},

68. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 25);

69. Keputusan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penugasan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

1.

Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 1.423.017.392.000,00

b. Bertambah / (berkurang) (Rp. 67.207.670.000,00}

Jurmlah Pendapatan Daerah setelah pergeseran Rp 1.355.809.722.000,00

Belanja Daerah

a. Semula Rp 1.441.017.392.000,00

b. Bertambah / (berkurang) (Rp 67.207.670.000,00)
Jumlah Belanja Daerah setelah pergeseran Rp 1.373.809.722.000,00
Surplus/Defisit setelah pergeseran (Rp 18.000.000.000,00)

. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 20.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah pergeseran Rp 20.000.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan




Rp 20.000.000.000,00

1) Semula
2) Bertambah / (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah pergeseran Rp 20.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah pergeseran Rp 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN Rp 0,00
Pasal 2

Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
Lampiran Peraturan Bupati ini.




Pasal 3

Peraturan Bupati ind mulai berlaku pada tanggal didndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngahang
pada tanggal 244 Manl 2020
BUPATI LANDAK,
THED
KAROLIN MARGRET NATASA

Diqndangkan di Ngabang
pada tanggal 2: warel 2o2Y7

Pi. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD
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BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2625 NOMOR 15
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RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

Lampan |

KABUPATEN LANTAK

Peraturan Kepala Daarst;

Nuorar

15 Tahun 2025

Tanggat | 24 Marel 2025

OBJEK. RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAY AAN
TAHUN ANGGARAN 2025

= iy SREAY JUMLAL the) shistd o0
1 2 3 4 5
4 PENDAPA TAN DAERAH
a4 PENDABATAN ASLI DAERAH (PAD) 93,97 2.660,000,00 F1.972,680.000,00 0.00
410 Pamk Daerah 54 72000 000,00 54872000 G0A.00 ooe
21008 Pajal Reklama 300.000,000,90 300,000, 90TL0D .00
4.1.01.02.00. ig;r;;ﬂe!dama PapanBith osro/ideatror 2680800000 260000, 000,00 0,00
41 10801 o1 ;ﬂ;ﬁlzﬁ“'a‘“' PapsnBiliboardVideouon; 260 00040000 26000 G000 boG
#.1.31.08.02 Pajah Rahlame Kt 40060 .500.00. 40.039.005.80 000
4.1.01.09,02.0001 | Pepk Reklame Kan 4000, 000,00 4000100000 200
410,92 Pajak AF Tanal 100 000, [100.00 100.000.500 30 000
4.1.01.92.01 Papk Ar Tengh 10000, €00, 00 130.000.G00.00 0,0
47002010 00 | Pak Air Tanah 100:000.000. 00 10000 OHL0G 0.00
41,0113 Paak Saramy, Bunmg Walel 40,0 N0.000,00 0 000 00N 00 ona
4101930 Pak Sarang Burung Walet 40,000,000,00 40000, AL0 noo
4101 73.010001 | Pask Ssang Burum Wit ] mn_.om.m_ 40000 100,00 ot
410118 Paah, Mingral Bukan Logem oan Balen 2.000.080.000 00 2.000.000.900.00 0.00
4101 1.2 Pajak Pasir dan Keriki 60000000000 AC0:000 0N 00 on
44.04,14,23.000% | Famk Past can Keml BUD.DAGND0.CIC 30000, 000,00 DOU
4.1 01,1423 Pajek Tanah Sersp (Fuifers Earth) £D DA0 nohaD 000 60,50 060
4 10”2 B 00O Pepk Tanah Serap Mfers Earth) 80,000, 000, o 80.0077.000,00 apa
43007437 Pajak Miretal bukan Logam dan Batusn Lainnya 1.320.800.000.00 1.320:000.600,00 G.00
410114 370001 | Papk Minerat bukan Lo_;;un dar Baluan | anmya 1,320,000, Q00 twy 1 370.000.U00.00 0uQ
410116 T 3 850,001.000,00 3.850,000.000,00 oo
41 gtE.01 FRBRY 2,850,000, 000,00 3,450,000, w0000 000
41.01.76.01.0001 | FBEFZ 3,850.006/000.00 3850000040 .00 600
4.1,01.46 FB?H‘?BT“’“"“ Sl S P i 8,000,060, 600,00 5,000,008 000,00 a0
4101 16.01 BPHTB -Permindatian Hak 4,500.,000.000.00 500,000 0O 00 00
AN DI OO0 | BPHTB-Permindahen Hak 4.500.000000,00 4 50.000.000,00 000
4.1.01.16.07 BFHTE Parmtierian Hak Bav 500 0D0.000.:00 500,000 000,00 .00
441 1802000 | BPHTBFambanan Hak Gz 500.000.£100,00 £007,000,0.1¢,40 ooh
410118 Pagk Barang den Jasa Terlenty (FRJT) 12,882,000 £00.00 12.682.000 000 00 B.00
4.4.0 138,61 BT -Makaran darfatan Minaren 1.160.000. 00000 2. 160.060,000,00 000




SEBELUM SESUD AH
oD USIH (R
KQOE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SE Fp)
1 2 3 4 -1
) Slss Lahin Perhilungan Snggarao Talun - = S e \
B.t:01 Sebalumnys 20.006 400 020.09 240.000.000.0KL00 0,20
Sisa Dana Arbat Tidah Tercapsnya Capdien B
BEA.OT.07 Targe! Kimena den Sise Dana. Pungelugrar 20,000 000 .0G60,00 20000.000.000,00 gou
Pemtyayaan’
Slsa Darrs Akibal Tidek Yercapainya Capsian . 3
81.01.07.01 Targsl Kineij2 20,000, 408 U800 20000.000. 00,00 8.0
: Siea Dana Akiat Tidak Tercapainys Catwaan Prrpm— .
BLOTDTOTMAT | oo e 20 0fA N0N 400,00 0 00M H00 NN 0,00
Jumialy Penerimaan Pembiayaan 20.000.000. 000,00 20,000 .000,000,00 0,00
B,2:02 Penyetaan pudal Deeral 2000, DoD.000.00 2 DBL.GUN BUN0! .0oo
= Pemyariaan kool Dgesh @da Sadain s
B.z.02,02 Milfic Gierah (BLIMD) 2.000.000 030,00 2000 000,000, 99 i34
6.2.02.02.01 Fanyeiean Madal Daarsh pada BUMO Z.009. 000, 070,00 2.000, 000.0U0, - gon
5.2.02.02.01.0001 Panyeqtgan Modal Daersh pada BUMD 2003 . 000.00(1 (0 2 DOD.OG (KT 00 00
Jumlah Penge luaran Fembiayaan 2.000.000.0 00,00 2.000.000.000010 0.0p
Pambfayaan MNelto 18600 008400 08 8000040 000,00 oon
= Sisa Lebih Pembiryaan Anggatan Deerah Tahun 1
54 Berkensan (SILPA} 0,00 0,08 0,00
Kab. Lantak 2F Maret 2025
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KABUPATEN LANDAK

= I'I'p_ll'arl'l 1

Fealuran Kepals Dasran
15 Tamm 2025
Tanggal - 24 Maret 2025

Nomar

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPAT AN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDARPATAN DAERAH

i SEBEL UM SESUDAH BERTAMBAH | DASAR
KODE REKENING URAIAN JUMLAM Rij3) JUMLAH (Rp) BERKLRANG (Rp) HUKUM
A PENDAPATAN DAERAH 1422017 362.000.00 1,555,808, 722,000,00 57207 670,000.00
4 LP’:EJTQM ATAN ASLI DAERAH 93 672860 .000.00 00.972:64 11,000, 00 aun
9.1.04 Paink Daerah 53.972.000,000,00 54 972.000,000,00 0.
41.01.08 Fraik Reklame 300.000.000.00 K. DOO.OB0 0D 00
. : Parak Ruktama :
21,0109, PapeniENiboardvicacion! tegalron 26040000000 260.000.008.00 .00
P Y Palpk Rekame 4 = :
%
NGO ST P apardBlbusirdiVideotwn/ Megatron B0 0 2611.000.000.30 000
4101 a0z Paigk Rextamrs Kam 40NN, 00 410,960.000,00 0400
+
4.%.00.08,02.0001 Palsk Retlame Kaln 45.000.G00.00 20} 0000000 0.00
AV 0142 Palak Ar Tamn 100, 00TL 0,00 I (400 o1, 5 0,00
4,1.01 12,01 P gk A Tangh 100. £00 G 0000, 1R0.000.000.00 [5121]
#1.01.92.01.0061 Pajak Ak Tarh TO.T00 NGOG 110 (1 60:000,80 0,00
4.1.01,13 Bgjgic Sspang Bunmg Wdet 40,000, 000,00 40 (0,000 00 00a
||
1
4.3,01.13.01 Pajak Sarang Buring Walst 40.000.006.00 40.0600.00060 0.0
410113010001 Pupk Sarang Bunng Welg! 40 D00 0 L0 40.000.000,uu 0,00
41,0112 Bmuz:l“’”"“”e”" o 2.0010,000..000,00 2.000.£ 190,000,040 0,00
49 11433 Pajak Parr dan Kerlkil &0 A0 N .L0 80,000, 000, 01 a0
4,101.12.23,0001 Pefae Pasic gan Kerk {660, 500,000, 00 010,000, 000 80 0on
41.01.14.28 " )F"’a“ Tereh Sgap (Fuliars &0 Do.000 W0 B0.000:000.00 Dog
4401 14 28 0001 it Pajak Tanah Serap (Fullerd 80000 000 (0 £0 D00,000,00 0,00
: Pk Minsral bukan ogam e ‘
4.1.0114.37 i B B2 000,00 1,320, 006400.00 f fit
' Fajak Mineral bukar Loagam -
]
4104 14 37 007 dani Batuan L alinya 1,320 000 000 00 | 3 70000000, .0u nou
1101 15 BRI A 1 850,000 00D .00 3,850,000 00000 0.00
: Partimsagn dan Parknsen (PBRPZ| : ; Ea A sy Ly ‘
41011501 PERF2 3.850,000.000 .60 3 850000 00600 0.60
410115010001 PRaR?’ 2:850,000.000,00 1.850.000 OrL00 0.0
Bes Perojehan Hax Atas Tanah . e

4.4.01.16 dzn Bangunan [BPFRTRE] 5.000_600.000,00 5.000.000.060,00 010
4:10416.01 BF4rE-Pamndatan Hak 4 500 600 000,00 A 500600, BA,00 0,00
&,1.01.1 6010001 BPHTB-Panvridatyan Hax 4,500,000 900,00 4.500.00000040 1100
40m 6, 02 BPHTB-Par hbaian Hek Bara 00, O, 3,00 Bt 0 (10,00 0,00




Sisa Dana Abat Tidak

£.101.07.0 ool Gapn g KeB 7.000.000,000,00 30,000.000 000 00 0,00
N Sk a Dana Akbal Tldak 2 g )
BRI Tercapanys Dapalan Tage Kinarja 0,000,000 000,60 20 000 800 04006 Q.00
82 PENGEL (JARAN PEMIIAYAAN 2000, O HXL00 2.000. 000 0000 ALoit)
G202 Paryeartaan Modal Deerah 2.000,000.007,00 2. 0001000 NOD (0 0.0
" Peryania an Modal Daerah gada , ,
§2.02.02 Badar: Usaha Milk Dasr s (BUMD) 2.000.000.008.00 2.000.000.000.€0 .00
'6.202 6201 BUMDPWWM?" Modal Drerzh pada 2,060,800 BUA.00 2,000,000 000,00 006
6 202.0201 .000) e 2.000.000.900. O 2,000,000, D00 00 000

paria BLIMD

STt gigeu e BN BeiGm g

Kah. Landelk, 24 Maret 2025
Bupati
TD

fir KAROLIN MARGRET NATASA M.H




-
Hiban Berupa Uang

ALOKASI HIBAH BERLIPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

KABUPATEN LANDAK

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

Peraturan Kepmale Darrah
Nopuor 185 Tahon 2025
Targgat 24 Mama 2025

Lempttan iz

TAHUN ANGGARAN 2025
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA Jﬁﬁlﬁlﬁufgm Jﬁﬁﬁ_ﬁﬁgw SELISIH (Rp)
Dinge Pendidilan ttan Kebudayaan o
Pengelofaan Dana BOP PALID
1 SEKOLAH S0 SWASTA BEKOLAH ___TS‘DDD.(]I'JG,DO 15 00C.000.0G n.0n
2 SERDL4H SDNEGERL SEHDLAH 181 130,000.00 187.130.000 00 .00
JUMLAH HIBAH PACA SUB KEGIATAN 206.136.000,00 206 130.000,00 0,00
Pungeloiean Dana BOP Sekolah Nanformal/Kesetraan
3 SEROLAH SO NEGER) SERDLAK §37.310.800.00 B37.2310.500.00 @.00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 637.310 000.00 637,310.000,00 J.00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pema[_uan Tradlsi Budays
4 Panlinn Roba-Raba Desa Raja S0:000 B, 50.000,000,00 0,00
Jalan Jepders! Sudisnarn Desa
5 | Dinwar Avtsl Dayak Kabitisisn Lardek "N“‘J“;,fa“%}ﬁ;‘b‘ff;’g“f&‘ o 540.001).008,00 $00,000,000,40 0,60
Provingi Kaliinanten Baral
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN §50.000.000.00 550.000.000,00 D00
JUMLAH HIBAH PADA SKFD Dinas Pendidikan dah Kebudayaan 1.393.440.000,00. 1.393.440.000.00 0.00
Oinas Sosia), Pambardayaan Parampirn, Perlindingsn Anak dan Keluarga
Bargncana
Advokas! Kabljahsir dan Pendampingan Peningkatan Partiaipasl Parempuan dan i
Politik. Hukum, §osla] dert Ekonomi
B | DWP Kab. Landik ;‘c’;‘g"“ Ngaans - Ponfianak 200L000;000,00 200,000.000,60 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 200.000.000.00 200.000.000.00 0.00




’ SEBELUM SESUDAH
ND NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp} JUMLAH (Rp) SEUSIM (Rp)
JUMLAH HBAH PADA SUB KEGIATAN 1.8865,880.000,00 1.886,680.000,00 0.a¢
— — - — —_— = - —
Panyusunien Batian Perurmnusan Kebjakan o Bigang Ketahanan Exonom), Soslal,
Bud@¥a dan Fasliitasl Pencegshan Penyal@8Unaan Nariotika, Fas|fas] Keruhunan
Limat Baragama dan Panghay st Keparcsyaan dl Gaerah
Jin F'sngsr%n Aftands Ram
- Hlur [ Ngabang Kemglak FENIE "
67 Fgrum Kangarran Unmal Baregama Perumahan Dinas Ball Patmay 200.000.804.00 206.000.0:).04 oon
No. §
JUMI_AH HIBAK PADA SUB KEGIATAN 204006 6R0.00 206.060.000:00 f,00
JUMLAK HIEAH PALA SKPD Badan Kesaluan Bangsa dan Polittk 2.136.680.000,00 2.136.680.000,0p b,00
Kak. Landak,-24 Marel 2025
Bupat
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Lamypitan V3 Pareluran Képats Daarah
Nomar 95 Tatun 2025
Tanggal 24 Marel 2025

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKAS!I BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBER! BANTUAN SOSIAL

A :
Bantwan Sosil Banpa Uang

TAHUN ANGGARAN 2025
LI NO NANMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JSU%ELEA‘;{Ugipl. Jﬁﬁmm;:m SELISIH (Rp)
L Sakretariat Dagrah
L Pelaksanann Kebllakan, Evaluasl, dan Capatan Kinerjz Terkall Kesejahteraan Sostl
E BANSOS NGABANG 700,000, 000,00 200000 DUD.00 0,00
‘ JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 200-006.000,00 200.008.060,00 0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Sekretariat Daerah 200.000.000,00 200.000.900,00 0.00

Kaly. Landak. 24 Marel 2025

Bupall
D
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LampiranVp  Perdluran Kapsla Daseb
N 16 Tatiin 2025
Tamggal 24 Mare! 20258

Baptuan Kepangam K KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
ND NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA Jﬁfﬂﬁ‘ﬂ;m Jﬁf&ff‘;m SELISH (Rp)
Badan Peigetolzon Kauangan dan Asdt Dagrah
Anallss Parencarmaan dan Penyaitran Bamtuan Keusngan

3 Ehgkat 634 708: 000,00 435, FOSI000 00 0.0
z Amibaramy D82-516.000.00 962.515,000,00 B
3 MuLin BAR 524 000060 248 524600 0D 0.60
4 Risah B85, 729.000,00 B85 726,000,000 g0
5 Bungzy Rell H6E/526.D00.90 W58, 5262.000.90 pug
H Ambiys Wark T 0,024,000, 0 1,104,028 000,00 tndg
7 hungguk 1417 TI7400.00 1 117.737.000.00 .00
i Raja [ B2 5240 000,00 +,032.340 000,00 aie
8 HiliF Tangah } 078, 192,000,060 1.U76.192.000,00 D.A0
70 FElr Hatior 1 574.937.000,00 Y B74:837.000.00 6.80
11 Kayu Arg 406333, 000,00 AUB.€33.000 00 090
12 Tubang Raay BESY36.000.890 B84,935.000.00 0.0
13 iy HUR:972,000,00 90872 D000, il
2 Mandor i ¢, F32.000.00 B0B.732 00D.00 g
15 Sizhals Q47.8453,000,00 B47.846,000,00 e
16 Papung 843.776.000.00 B4d 7YE.500.10 0,00
17 Myt - 40n.616.000.00 afe 818, 000,00 .00
8 Wayglh Belorilmn 959.874,000,00 958.874.000.03 Q.00
19 Tematiar 1.0s7. 300 00,00 1 041 30000000 000




NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA Jﬁiﬂﬁl;lu(hllip) JﬁEMSL‘A?‘A(’Ap) SELISIH (Rp)

295 Bebatung 489.608.260,00 488.608.280,00 0,00
296 Dara ltam | 460.851.139,00 460.851.139,00 @,00
297 Balai Peluntan 429.634.995,00 429.634.995,00 0,00
298 Angan Tembawang 529.017.483,00 529.017.483,00 0,60
299 Pawis Hilir 452.754.764,00 452,754,764 00 0,00
300 Kayu Ara 441.105.186,00 441.105.186,00 0,00
301 Tubang Raeng 503.500.046,00 503.500.045,00 0,00
302 Jelimpe 518.597.752,00 518.597.752,00 0,00
303 Mandor Kiru 475.816.420,00 475.816.420,00 0,00
304 Sekais 464.812.721,00 464.812.721,00 0,00
305 Papung 451.252.476,00 451.252.476,00 0,00
306 Nyi'in 437.422.767,00 437.422.767,00 0,00
307 Kersik Belantian 582.231.543,00 582.231.543,00 0,00
308 Temahar 508.850.675,00 508.850.675,00 0.00
309 Ta'as 475.957.837,00 475,957.837,00 0,00
310 Ta'as 567.282.887,00 567.282.887,00 0,00
31 Sungal Lubang 444.517.243,00 444,517.243,00 0,00
312 Tolok 537.022.845,00 537.022.945,00 0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 235.370.405.500,00 235.370.405.500,00 0,00

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 235.370.405.500,00 235,370.405.500,00 0,00

Kab. Landak, 24 Maret 2025
Bupati

SIPD-RI - cetak pada 2025-03-25 085850 Halaman 13
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Lamprgn Vi . Péraluran Kepala Daerah
Neommr 15 Tahun 2025
Tarmus 24 Marel 2026
KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEFPADA PEMERINTAH DESA

Baiqi_‘b':iﬁsll Pajpi kepads Pemeriat Hesa

TAHUN ANGGARAN 2025
ND NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA [, 4 o Jaﬁs&%“{gm SELISIH (Rpj
Badan Penyelelaan Kevangan dan Aset Dagrabh
Anaiisis Parancsnaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
1 Rabe 31 268204 00 A1.266.264,60 0.08
2 Re'sg 44 B7982 1 U0 A4 079, 521,00 [l
3 Trimpoak 22.0158 479 00 22:058,476.00 9.00
4 Benakaws Z8.543:631 00 RALL AT NN o0
5 Lampoansk 38,076,944 DO 39:76.844,00 .00
E Hepanat 33, @ALERT, 0 35820 567,01} A
7 Gaukmg 36.'535.064.,00 38.536,080,0U0 vA0
B Bllavut 4, 732888,00 44 T32 808,00 0.06
a Gam 27482.029,00 31.982.080,00 0,80
10 Pahakny 02368981 (0 22,369 061 00 o
i Thing Tanimg BG: 126,031 00 45, 128 0%, 00 0,00
15 Sungsn Lek 46 648 15100 45.548.151.00 uMo
13 Taliang A5ET7.020,00 3BA7T,02000 wog
! Sehaka 45.046.193.00 45.046 192,00 U0,
15 Salla'ad W 472289700 2R.a72 267 0 f, ¢
15 Samaur, d 33.07:3.8%2.00 33.073.812.00 0,00
17 L R TP 37.403 080,00 37 403 DAR0R Ot
18 &3l 25,142.616,00 25142 BT8,(0 .00,
e KeranmT 34 a7 508,00 34 757 BRO.00 (.00
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NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA Jﬁiﬁw{"&p) Jﬁﬁ":’_‘,’\?{“(;p’ SELISHH (Rp)
295 | Moro Betung 2.477.562,00 2.477.562,00 0,00
206 | Kelampai Setolo 2.613.473,00 2.613.473,00 0,00
297 | Meranti 2,061.672,00 2.061.672,00 0.00
208 | Menjalin 2.337.317,00 2.337.317,00 0,00
299 | Nangka 1.327.719,00 1.327.719,00 0,00
300 | Rava 1.763.555,00 1.763.555,00 0,00
301 | Re'es 2.537.064,00 2.637.064,00 0,00
302 | Tempoak 1.244.194,00 1.244.194,00 0,00
303 | Bengkawe 2.174.029.00 2.174.029,00 0,00
304 | Lamoanak 2.204.104,00 2.204.104,00 0,00
305 | Sepahat 2.020.437,00 2.020.437,00 0,00
306 | Bilayuk 2.523.130,00 2.523.130.00 0,00
307 | Garu 1,803.930.00 1.803.930,00 0,00
308 | Pahokng 1.261.763,00 1.261.763,00 0,00
308 | Tiang Tanjung 2.601.700,00 2.601.708,00 0.00
310 | Sungai Laki 2.625.518,00 2.625.518,00 0,00
311 | Tunang 2 012.339,00 2.012.339,00 0,00
312 | Sabaka 2.540.802,00 2.540.802,00 0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN 5.807.266.000,00 5.807.266,000,00 0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PAD:;::; Badan Pongololaan 5.507.266.000,00 5.807.266.000.00 0,00
Kab. Landak, 24 Maret 2025
Bupati
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